MAHKAMAH KONSTITUSI
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IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015

Tentang
Jangka Waktu Pengajuan Grasi

Pemohon : Su'ud Rusli, Marselinus Edwin Hardian, dan H. Boyamin
Saiman
Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi (UU 5/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pokok Perkara . Pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 yang
mengatur mengenai permohonan grasi diajukan paling lama dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan
hukum tetap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon
sehingga bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD
1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Amar Putusan . Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 15 Juni 2016.

Ikhtisar Putusan

Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang,
in casu Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal
tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa oleh karena Pemohon | sebagai terpidana pada perkara pidana di Pengadilan
Militer 11-08 Jakarta Nomor PUT/14-K/PM 11-08/AL/11/2005 yang telah diputus pada tanggal 8
Februari 2005 juncto Putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor PUT/32-K/BDG/PMT-
[I/AL/V11/2005 tanggal 04 Agustus 2005, Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006
Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006 dan terhalang untuk mengajukan permohonan grasi karena
ketentuan a quo sehingga Pemohon | memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo; Sedangkan terhadap Pemohon II dan Pemohon Il
Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian maupun pelanggaran hak konstitusional pada
kedua Pemohon dimaksud meskipun hanya berupa potensi yang menurut penalaran wajar
dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010, sehingga
menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, oleh karenanya
Pemohon 1l dan Pemohon Il tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

Bahwa Pemohon (Su'ud Rusli) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan
berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 berbunyi, “Permohonan
Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu)



tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Alasan Pemohon dirugikan adalah
bahwa Pemohon perseorangan WNI sebagai Terpidana dalam kasus pembunuhan
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli
2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon menjalani pidana di Lembaga
Pemasyarakatan Porong Kelas 1 Surabaya. Pemohon tidak memiliki upaya untuk
mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananya karena adanya
pembatasan jangka waktu pengajuan grasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 sebab Putusan
resmi Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diterima Pemohon
setelah melewati waktu satu tahun sehingga Pemohon tidak lagi mendapatkan kesempatan
untuk mengajukan grasi. Pemohon tidak mengajukan Peninjauan Kembali sebab Pemohon
mengakui kesalahannya dan dengan sungguh-sungguh bertobat menyesali semua
perbuatannya tersebut dan berusaha senantiasa untuk selalu berkelakuan baik sehingga
Pemohon memilih mengajukan grasi. Terhadap argumentasi Pemohon tersebut, Mahkamah
tidak sependapat sebab putusan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung
sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam konteks
permohonan a quo jangka waktu 1 (satu) tahun dimaksud dihitung sejak putusan tersebut
diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Bahwa keberadaan lembaga grasi secara eksplisit diakui oleh UUD 1945
sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1). Keberadaan grasi tersebut dalam rangka
memberikan kesempatan kepada narapidana yang sedang melaksanakan hukuman untuk
mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau
penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan kepada
Presiden sehingga grasi merupakan salah satu hak konstitusional setiap Terpidana. Grasi juga
dalam rangka penegakan, pemenuhan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain
itu grasi adalah bagian dari cara negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya
yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan pidana yang hak pemberiannya
diserahkan kepada Presiden sepenuhnya meskipun terlebih dahulu harus dengan
mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung guna mengetahui latar belakang, motivasi,
serta keadaan terpidana dan akibat perbuatannya;

Bahwa menimbang secara historis hak atau kekuasaan Presiden untuk memberi grasi
berasal dari tradisi dalam sistem monarki Inggris di mana raja dianggap sebagai sumber
keadilan sehingga kepadanya diberikan hak yang dikenal sebagai hak prerogatif eksekutif
(executive prerogative) dalam bentuk hak untuk memberi pengampunan kepada warganya
yang telah dijatuhi pidana. Ketika Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris
mendeklarasikan kemerdekaannya dan menyusun konstitusinya secara tertulis, gagasan
tentang hak prerogatif itu kemudian diadaptasi dalam sistem pemerintahannya yang kemudian
dikenal sebagai sistem presidensial. Namun demikian, berbeda halnya dengan gagasan
asalnya yang menganggap hak itu melekat pada kekuasaan raja atau mahkota (crown), di
Amerika Serikat kekuasaan tersebut dianggap diturunkan dari kedaulatan rakyat yang
pelaksanaannya didelegasikan kepada Presiden (sepanjang berkenaan dengan Undang-
Undang federal) dan kepada Gubernur negara bagian (sepanjang berkenaan dengan Undang-
Undang negara bagian dan sesuai dengan konstitusi masing-masing negara bagian itu).
Ketika sistem presidensial kemudian diterima oleh banyak negara maka hak untuk
memberikan pengampunan itu dianggap melekat kepada Presiden meskipun pengaturan dan
pelaksanaannya sangat bervariasi di masing-masing negara,

Bahwa oleh karena hak untuk memberikan grasi adalah Hak Konstitusional Presiden
yang secara umum disebut sebagai hak prerogatif yang atas kebaikan hatinya memberikan
pengampunan kepada warganya maka tergantung pada Presiden untuk mengabulkan atau
tidak mengabulkan. Grasi ini memang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan
terpidana, juga bisa jadi untuk kepentingan negara terhadap besarnya beban politik yang
ditanggung atas penghukuman yang diberikan kepada terpidana yang mungkin ada kaitannya
dengan tekanan rezim kekuasaan sehingga akan melepaskan dari beban politik sedemikian



rupa. Kepentingan lainnya adalah bahwa terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara,
baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri
atas prestasi tertentu. Demikian pula dengan adanya rencana kebijakan Presiden antara lain
seperti untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang luar biasa
sehingga sudah tidak manusiawi lagi bagi narapidana. Demikian pula grasi dapat
dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan
keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin
dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana menjadi gila, sehingga
secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan haruslah diberi
kesempatan secara hukum dalam hal ini melalui pemberian grasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan
permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 ternyata potensial
menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan
permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak
mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah
satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka
waktunya.

Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh
terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau
pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak
adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak
menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa
selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana
apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan
grasi. Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun
ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang a quo, sehingga demi
kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada
terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi
tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya
Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



